
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4690); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5360); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 
tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk 
Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik J 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 339); 'f,, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali 
terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Nomor 38 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pert:imbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 
Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pemerintah 
Daerah; 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVIN 1 SULA ESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 2'f TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 

TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH 



Daerah adalah 
atau dikelola ole~ 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksa.naan urusa.n pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
dew an perwakilan rakyat daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjacli 
kewenangan Daerah. 

5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan 
Pangan Kabupaten Buton Utara. 

6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara. 

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 
sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, 
baik yang cliolah maupun tidak cliolah yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 
Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang 
cligunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 
dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 

8. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Daerah 
yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim 
Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok 
Daerah Kabupaten Buton Utara. 

9. Cadangan Pangan Pemerintah 
persediaan Pangan yang dikuasa.i 
Pemerin tab Daerah. 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 
Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
(Serita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 
Nomor 38) cliubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANO PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG 
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 ten tang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2019 Nomor 17); 

8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Cadangan 
Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2021 Nomor 38); 

Menetapkan 



Pemerintah 
Pasal 7 

Penyaluran Cadangan Pangan 
dilakukan untuk mengatasi: 
a. Kekurangan Pangan; 
b. Krisis Pangan; 
c. Stabilisasi Harga; 
d. Masalab Pangan; 
e. Pemberian Bantuan Pangan; 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, 
masyarakat atau rumah tangga yang tingkat 
Ketersediaan dan Keamanan Pangan tidak cukup 
untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi 
pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 

11. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan 
Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, 
maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya 
peru bahan terhadap pola konsumsi pangan 
masyarakat akibat perubahan musim, perubahan 
kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya. 

12. Keadaan Darurat adalah terjadinya keadaan kritis 
tidak menentu yang terjadi diluar kemampuan 
manusia untuk mencegah dan atau menghindarinya 
yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, 
sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat 
di luar prosedur biasa. 

13. Bencana Alam adalah bencana yang disebabkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan 
oleh aJam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, 
tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, 
kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan 
lainnya. 

14. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana 
seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah 
makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi 
yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan 
sehat. 

15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang 
clialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah 
yang disehabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi 
Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan 
lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat 
perang. 

16. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang 
diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah 
Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan 
bagi masyarakat miskin dan / atau rawan Pangan dan 
gizi, dan kerja sama intemasional. 

1 7. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, 
kelebihan, dan/ atau ketidakmampuan perseorangan 
atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 
Pangan dan Keamanan Pangan. 



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2i 

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM 

SEKRETARIS DAERAH 
K.ABUPATEN BUTON UTARA, 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 18 - I~ - 2023 

MUHAMMAD RIDW AN ZAKARIAH 

BUPATI BUTON UTARA, 

J
r 

~ - 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya J 
dalam Serita Daerah Kabupaten Buton Utara. U' 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal 16 -12 - 2023 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

f. Kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat 
Bencana Alam, bencana sosial atau Keadaan Darurat; 

g. peru bahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan 
lebih dari 30o/o dari harga Pembelian Pemerintah) 
selama dua bulan berturut-turut; dan/ atau 

h. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah. 


